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TENTANG 

PEMBENTllKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) 
PROVINSI L. \MPUNG TAHl N 2011-2014 

GUBERNUR LAMPlING, 

Mc.iirnbang a.	 bahwa Rencana Aks Nasional Hak\sasi Manusia yang a disebut 
RANHAM Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk 
meningkatkan penghormatan, pemajuan. pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia adalah bentuk komiimen Pemerintah Indonesia ~ang perlu 
didukung ditingka Daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, 
budaya dan adat istiad.n setempat; 

h. bahwa	 RANHAtv[ ndonesia Tahun 2004~2009 telah berakhir dan akan 
ditindaklanjuti dengan RANHAM Indoenesia Tahun 2011-2014: 

Co	 bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam a 
huruf b tersebut scrta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia indonesia Tahun .201 1-2014. dipandang pertu mernbentuk 
Panitia R/\Nl-lAM Provinsi Larnpung dan menetapkannya dengur; Keputusan 
Gubernur Lampung: 

Meugingat 1.	 Undang-Undang Non.or 14 Tahun 196-+ tentang Pernbentukan Daerah Tingkat ! 
Lampung: 

Undanu-Undanc Norror 28 Tahun 1999 tentanz Penv clenuearaan Pemerintahan ..... .....	 "- '" .... ' 

yang Bersih dan Beba- dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: 
3. L'ndang..,lindang Nom-n 39 Tahun j99q tentang Hak Asasi Manusra 
-L l'ndang-Undang Nornor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: 

5.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang Keuangan ;\e~an:l: 

6.	 Undang-Undang\loillor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Indang Nomor 
1~ Tahun :2008: 

7,	 L'ndanu-Undana Nomor 33 Tahun 200-+ tentanu Perimbanuan Keuaucan antara 
'-' ......	 '\".. --- ''-

Pemerintah Pusat d.m )aerah: 
8_ Undang-Undang Nom»r 14 T31ml1 2008 ientang Kcrerbukaan lntormasi Publi 

9.	 Peraturan Pemerintal Nomor Tahun .2007 tentang Pembagian L rusan 
Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Darrah Provinsi dan Pcmerintahan 
Daerah Kabupaten/ Ko a: 
Peraturan Presiden NII!1l0r 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasiona! Hak 
Asasi Manusia Indone-sia Tahun 2011-2u14; 

I L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007: 

120 Peraturan Daerah PrO' insi Lampung Nomor ] ] Tahun 2009 tentang dan 
Tatakerja Sekretariat Daerah Prov insi. Sekrctariat Dewan PtT'.\ ak Rakv at 

Daerah Provinsi Lampung: 

13. Peraruran	 Daerah Previnsi l.ampung '\omor :) Tahun .~Ol (j t...:nhmg\nggaran 

Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran ~!Jj; 



Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTLJKA..N ,~\\[;\ 

NASIONAL HAK ASA'~l MANUSV\ (RANHAM) PROVINS] NG ri\Ht',\: 
]011-:20]4. 

KE~ATU	 Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ~ RA~;H/\Ml Pro',ins! 
Lampung Tahun 2011 -21 j 14 dengan susunan sebagaimana tercantum 
Keputusan ini. 

KEIIUA	 Tugas Panitia sebagairnana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi 6 (enam I 
program utama, sebagai herikut.: 

a. pembentukan dan penguatan institusi pdaksana RANHAM di insi Lampung: 
b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah; 

c. pendidikan HAM: 
d. penerapan norma dan standar HAM; 

e. pelayanan komunikasi masyarakat: dan 

1'. pernantauan, evaluasi dan pelaporan. 

KEl KiA	 Panitia RANHAM Provinsi Lampung mengusulkan program HAM di 
Provinsi Lampung kepaua Gubernur Lampung sesuai dengan kondisi karakteristik 
Daerah. 

KEI MPAT	 Panitia RANHAM Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya mernbentuk 
Kelornpok Kerja (POKJA) sesuai dengan program utama tugas paniria sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini. 

KEIIMA	 Untuk membantu kelar.caran pelaksanaan administrasi kegiatan dibentuk 
Sekretariat Panitia itA ~HAl\-f Provinsi Lampung yang berkedudukan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. 

KEJ NAM	 Dalam melaksanakan tupasnya Panitia R/\'1HAM Provinsi Lampung metanorkan 
kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan 
Nasional. 

KlEl UJUH	 Biaya yang dikeluar hall sebagai akibat ditetapkannya Keputusan i dibebankan 
kepada APBD. APBN Jan sumber-sumber pendapatan lainnya yang dan tidak 
mengikat. 

KEJ>iELAPAN:	 Hal-hal yang be1um .liatur dalam Keputusan ini. sepanjang teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia RAJ\ Provinsi 
Lampung. 

KE~EI\1BILi\N:	 Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikernudian 
had ternyata terdapat l.ekeliruan daiam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagairnana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tangga(\J - Aftldlt'44 - II 

GliBERNUR LAMPlN(;. 

\ ,'~ 
SJACHRO'iOIN Z.P. 

T.:mi 'US:ln: 

I. Me nteri Dalam Negeri ,Ii Jakarta: 
2. \1 'I1h:1"i Hukurn dan HA \1 .Ii Jakarta: 
3. \.1 ggota FOKORFIf\IDA Provinsi l.ampung di Benda l.ampung: 
-L HI \\ alikota Sc-Provins! Lampung: 
5. K. pala Dinas Instansi Badan se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
6. K, pala Biro'Satuan Keria eli lingkungan Sekretarir-t D,-erah Provins! Lampune ..Ii Bandar Lampung: 
7. M "ing-ma,ing ~aJ'lg bcrsangkutan untuk diketahui da» dilaksanakan. 
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Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian 
Hukum dan HAM Lampung 

Ketua Pengadilan Tinggi Larnpung 

Kepala Kepolisian Daerah Larnpur.g 

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 

Kakanwil Kementerian Agama Lampung 

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Larnpung 

Kepala Badan Pusat Statistik Larnpung 

Kepala Bappeda Provinsi Lampung 

Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung 

Kepala BPLHD Provinsi Larnpung 

Kepala BPMPD Provinsi Lampunu 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 

Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung 

! Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 

L~ I_J Kepala Dinas Sosial Provinsi Lamp_t_m_g__~ 
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I 2: i Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Larnpung 

I 23 ,Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provnsi Larnpung 

II .24 : Kepala Dims Kehutanan Provinsi Larnpung 

r 1,	 KepaJa Dinas Pendapatan Provinsi i.ampung 

II 26	 Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampungi 

I , 
27 . Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung 

28	 Kepala Biro Tata Pemerintahan Un-um Setdaprov. Lampung I 

29 .Kcpala Biro Pemberdayaan Perernpuan Setdaprov. Lampung 

30 .Kepala Biro Bina S05ia1 Setdaprov. Larnpung 

3] Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

32 : Ketua P\Vl Lampung 
i 
I 

33 "Ketua Pusat Studi HA.M l1nila 

I PARA PAKAR 

3-t	 Rektor Universitas Lampung 
i 

35 ; Rektor lAIN Raden Intan Bandar Lampung 

, UNSUR-LT~SllR MASYARAKAT 

3(	 Direktur Eksekutif Lernbaga Advokasi Perernpuan DAJv1AR 
Lampung 

37 i Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Anak LaDA Lampung 

i 

I Ketua Maielis Penvimbanu Adat Lumpung (l\'IPAl) 
I . • 
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S.JACHROEllIN Z.P. 


